
 
 
 
 
 

KELURAHAN GUNUNG 
 

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 
KELURAHAN GUNUNG KECAMATAN KEBAYORAN BARU 

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN 
 

NOMOR :  06 TAHUN 2025 
  

TENTANG 
 

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KELURAHAN GUNUNG 
KECAMATAN KEBAYORAN BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN 

TAHUN 2025 
 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KELURAHAN GUNUNG 
KECAMATAN KEBAYORAN BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN 

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
 

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) huruf b Peraturan Gubernur
DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi Publik dan Dokumentasi, menetapkan/menentukan suatu
informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian
tentang konsekuensi; 

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola

Informasi Dan Dokumentasi Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran
Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024. 

   

Mengingat 
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1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856); 



5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 599, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741); 

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2016 Nomor 201) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019
Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2007; 

8. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi. (Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 51014); 

9. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistika selaku Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor 18 Tahu 2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. 

 

M E M U T U S K A N  : 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 
KELURAHAN GUNUNG KECAMATAN KEBAYORAN BARU  KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA SELATAN TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 
KELURAHAN GUNUNG KECAMATAN KEBAYORAN BARU KOTA ADMINISTRASI 
JAKARTA SELATAN. 

KESATU 

 

: Menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Kelurahan Gunug 
Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kelurahan Gunung ini; 

KEDUA 

 

: Klasifikasi Informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum pada Diktum 
KESATU menjadi acuan dalam Pengelolaan dan Pelayanan Publik; 

KETIGA 

 

: Surat Keputusan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan 
berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 Ditetapkan di      : Jakarta 
Pada Tanggal      :  30 Juli 2025 
 

 Sekretaris Kelurahan Gunung 
Selaku 

Pejabat Pengelola Informasi Dan 
Dokumentasi Kelurahan Gunung, 

 
 
 
 
 
 

Tembusan : 
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta; 
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta; 
3. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan; 
4. PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan; 
5. Ketua Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.  



Lampiran Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan 

Dokumentasi Kelurahan Gunung 

Nomor : 06 Tahun 2025 

Tanggal : 30 Juli 2025 

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KELURAHAN GUNUNG KECAMATAN KEBAYORAN BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN 

DASARHUKUM 
KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK 

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU 

INFORMASI DJBUKA DITUTUP 

Informasi Pribadi 

1 Data Pribadi Masyarakat a. Pasal 85 Undang-Undang a. Dapat menimbulkan Melindungi data dan Terbuka apabila 
pada Dokumen Administrasi Nomor 23 Tahun 2006 penyalahgunaan data informasi pribadi mendapat 
dan database sistem tentang Administrasi informasi pribadi penduduk. persetujuan tertulis 
informasi yang meliputi: NIK, Kependudukan; seseorang; dan dari yang 
Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, b. Pasal 1 7 huruf h Undang- b. Dapat menimbulkan bersangkutan. 
Tanda Tangan, Riwayat dan Undang Nomor 14 Tahun gugatan dari pemilik 

Kondisi Anggota Keluarga, 
2008 tentang data pribadi yang 
Keterbukaan Informasi bersangku tan. 

Riwayat Kesehatan (rekam Publik; dan 
medis), Rekening Bank, Aset, 

C. Undang-Undang Nomor
Pendapatan, Hasil evaluasi 19 Tahun 2016 tentang
Kapabilitas, Intelektualitas Perubahan atas Undang-
dan Rekomendasi Undang Nomor 11 Tahun
Kemampuan, Catatan yang 2008 tentang Informasi
berkaitan dengan pendidikan dan Transaksi Elektronik.
formal maupun pendidikan 
nonformal. 

2 Data Pribadi Pegawai dalam a. Pasal 85 Undang-Undang a. Dapat menimbulkan Melindungi data dan Terbuka apabila 
dokumen administrasi dan Nomor 23 Tahun 2006 penyalahgunaan data informasi pribadi mendapat 
database sistem informasi tentang Administrasi inforrnasi pribadi pegawai. persetujuan tertulis 
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